BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 LOKASI PENELITIAN
Lokasi studi adalah ruas Jalan Provinsi yang berada di wilayah
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, berada dibawah penanganan
Pembantu UPT. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro Wilayah
Kabupaten Tuban yang merupakan Sub Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Jawa Timur.

3.2 METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu
mengadakan penelitian dengan data sekunder dari variabel yang diteliti.
Studi ini  melibatkan beberapa parameter yang digunakan untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Parameter tersebut antara lain
; kondisi struktur jalan, kondisi lalu lintas, kondisi pelayanan dan tuntutan
masyarakat. Skala prioritas mengunakan Analytical Hierarchy Process
(AHP).

3.3 TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian ini secara umum proses yang dilakukan terdiri dari
beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.
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Studi Literatur
|
Perumusan Tujuan
Penelitian
\
l l
Pengumpulan Data Primer Pengumpulan Data Sekunder
- Wawancara dengan 3 Responden - Jaringan Jalan
a. DPU Bina Marga Prov. di Tuban - Kondisi Jalan
b. Dinas Perhubungan Kab. Tuban - Biaya Satuan Penanganan Ruas Jalan
c. Masyarakat Pengguna Jalan - Ketersediaan Dana Penanganan Ruas Jalan
|
4

Komplikasi Data

)

Analisis
Analisis Pendahuluan Prioritas Program Penanganan
Penanganan Jalan Tahunan
1. Identifikasi jenis kerusakan | 1. Penilaian kriteria | 1.Penentuan target kondisi
jalan pada seluruh ruas jalan akibat penanganan
jalan 2.Skenario Dana 100 %
2. Konversi nilai kerusakan | 2. Perhitungan Ketersediaan Dana
terhadap Indek Kerusakan Matrik Kinerja 3. Skenario Dana 75%
Jalan (IKJ) Ketersediaan Dana
3. Penentuan jenis 3. Perengkingan 4. Skenario Dana 50%
penanganan dan analisis berdasarkan skor Ketersediaan Dana
kebutuhan( Jenis dan penilaian 5. Skenario Dana 25 %
Biaya ) Ketersediaan Dana
6. Skenario Dana Menurut
v Kemmpuan Anggaran

Kesimpulan dan Saran
[l

Sumber : dari peneliti “W

Gambar 3.1 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian
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1. Studi Literatur
Pada tahap ini, yang dilakukan antara lain mempelajari materi
yang akan mendukung studi yang bersumber dari Text Book, studi-studi
terdahulu, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah
penanganan pemeliharaan jalan.
2. Perumusan Tujuan Penelitian
Masalah pendanaan jalan Provinsi dalam otonomi daerah, yang
akan dicari pemecahannya dalam penelitian ini, adalah adanya
ketidakseimbangan antara kebutuhan pendanaan jalan dengan
kemampuan daerah untuk menyediakan dana. Jika terjadi kondisi jumlah
dana penanganan jalan tidak mencukupi maka dalam menyusun program
penanganan jalan perlu disusun prioritas. Kemudian untuk mengevaluasi
kinerja program penanganan jalan perlu diestimasi konsekuensi dari
skenario pendanaan jalan yang dipilih tersebut. Dari masalah yang telah
dijabarkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian
ini adalah menyusun prioritas penanganan pemeliharaan menurut
beberapa skenario pendanaan bagi penanganan pemeliharaan jalan
Provinsi yang ada di Kabupaten Tuban dalam kondisi keterbatasan dana
dan mengkaji dampak dari penanganan tersebut.
3. Penetapan Kriteria Prioritasi Penanganan
Dalam kondisi penyediaan dana yang terbatas (budget
constraint), maka prioritasi terhadap kegiatan yang sifatnya
mempertahankan asset yang ada (assets preservation) merupakan suatu
langkah yang sangat wajar, dan jika kondisi keuangan memungkinkan
maka penyempurnaan kondisi asset yang ada (assets enhancement)
merupakan pilihan kedua yang dapat diambil, dan jika benar-benar dana
yang tersedia sangat besar, penambahan asset baru (assets expansion)
baru bisa direncanakan. Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa
kegiatan pemeliharaan jalan yang sudah ada (assets preservation) harus
diutamakan dibandingkan kegiatan pembangunan jalan baru (asset
expansion).
Untuk kemudahan operasional dalam praktek pengambilan
keputusan diperlukan kriteria yang syaratnya antara lain:
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a. Diusahakan dapat dinilai dengan variabel yang kuantitatif, sehingga
obyektifitas penilaian variabel dapat dipertahankan.

b. Data variabel mudah dikumpulkan/diestimasi dan selalu dapat
diperbarui setiap tahunnya, sehingga tidak menyulitkan dalam
aplikasi dan setiap daerah mampu menyusun Kriteria penanganan ini
dengan mudah setiap tahunnya.

c. Mampu mewakili karakteristik jalan yang diusulkan untuk ditangani
sebagai gambaran yang layak mengenai tingkat urgensi penanganan
ruas jalan tersebut.

Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan teknis dan
konseptual di atas, maka dapat dispesifikasikan 4 kriteria yang
mampu memenuhi pertimbangan tersebut, yakni:

1) Kiriteria mengenai kondisi struktur jalan, dengan variabel
berupa parameter tingkat kerusakan jalan.
2) Kiriteria mengenai kondisi lalu lintas, dengan variabel berupa
lalu lintas harian rata-rata/LHR.
3) Kiriteria mengenai kondisi pelayanan, dengan variabel berupa
bobot fungsi jalan dan bobot tingkat pelayanan fungsi jalan.
4) Kriteria mengenai tuntutan masyarakat pengguna jalan.
4. Pengumpulan dan Kompilasi Data
Pada penelitian ini akan dioptimalkan penggunaan data
sekunder tersedia, sehingga akan memudahkan aplikasi lebih lanjut.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam studi ini secara umum adalah

sebagali berikut :

a. Peraturan perundangan tentang penanganan pemeliharaan jalan
khususnya untuk pemeliharaan jalan Provinsi.

b. Data inventarisasi jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten
Tuban khususnya Koordinator Wilayah Tuban, yang meliputi data
panjang dan lebar jalan serta klasifikasi fungsinya.

c. Data kondisi struktur jalan yang meliputi data kerusakan tiap-tiap
ruas jalan yang berupa lubang dan retak serta volume lalu lintas.

d. Data jumlah penduduk dalam suatu zona wilayah kajian.

Data harga satuan untuk penanganan jalan provinsi di wilayah
Kabupaten Tuban.
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Seluruh data yang diperoleh kemudian dikompilasi sesuai format
yang diinginkan untuk kemudahan dalam proses pengolahan data
pada tahap analisis.

5. Analisis
a. Analisis Pendahuluan

1) Penilaian Kondisi Jalan dan Penentuan Jenis Penanganan

Kondisi jalan digolongkan atas empat jenis kondisi,
yakni kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi ini
ditentukan oleh parameter kerusakan yang terjadi. Parameter
kerusakan jalan ini dapat berupa lubang, retak, amblas, atau alur.
Untuk menentukan golongan kondisi jalan berdasarkan parameter
kerusakan yang terjadi diperlukan suatu acuan yang sudah umum
digunakan. Dalam penelitian ini akan digunakan kategori tingkat
kerusakan jalan yang disarikan dari SK:77/KPTS/Db/1990
Perencanaan Umum Jalan untuk jalan beraspal. Hal ini ditempuh
karena acuan sejenis tentang kategori tingkat kerusakan jalan di
Jalan provinsi tidak tersedia. Kategori tingkat kerusakan jalan
berdasarkan SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan
provinsi ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kategori Tingkat Kerusakan Jalan Beraspal

Jalan Tingkat Kerusakan (m?%/km)
No
Beraspal|l Baik | Sedang| Rusak | Rusak Berat
1 | Lubang 0-40 | 40-200 | 200-600 >600
2 | Retak 0-100 | 100-500 | 500-1000 >1000
3 | Ambles 0-200 | 200-400 | 400-2000 >2000
4 | Alur 0-100 | 100-200 | 200-1000 >1000

Sumber: SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan
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Kaidah yang umum digunakan dalam menyusun kebutuhan
penanganan jalan berdasarkan Petujuk Perencanaan dan
Penyusunan Program Jalan untuk semua ruas jalan yakni:
a) Jika dana penanganan tersedia 100% maka:
1) Ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi baik
ditangani dengan pemeliharaan rutin.
2) Ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi sedang
ditangani dengan pemeliharaan berkala.
3) Ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak ditangani
dengan peningkatan.
4) Ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat
ditangani dengan rekonstruksi.
b) Jika dana penanganan terbatas maka :

Pemeliharaan rutin mejadi penanganan yang pertama
untuk semua ruas jalan, kemudian pemeliharaan berkala
menjadi penanganan kedua untuk ruas jalan yang saat ini
dalam kondisi sedang, selanjutnya peningkatan jalan menjadi
penanganan ketiga untuk ruas jalan yang saat
ini dalam kondisi rusak dan jika dana mencukupi rekonstruksi
menjadi penanganan keempat/terakhir untuk ruas jalan yang
saat ini dalam kondisi rusak berat.

2) Konversi Nilai Kerusakan Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan
(IKJ)

Dengan mengacu kepada arahan SK:77/KPTS/Db/1990
Perencanaan Umum Jalan, dapat dibentuk suatu indeks kerusakan
jalan (IKJ) yang mewakili kondisi baik, kondisi sedang, kondisi
rusak, dan kondisi rusak berat. Pada prinsipnya indeks ini
merupakan bentuk penyederhanaan dari angka kerusakan (m?/km)
dari lubang dan retak menjadi suatu indeks yang memiliki rentang
0-4 untuk jalan dengan kondisi baik, 4.1-8 untuk kondisi sedang,
8.1-12 untuk kondisi rusak, dan lebih dari 12 untuk kondisi rusak
berat.
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Pengambilan nilai rentang untuk setiap kondisi tersebut
dilakukan dengan pendekatan konsep IRl (International
Roughness Index) yang biasa digunakan sebagai salah satu
parameter kerusakan jalan dengan menggunakan rentang angka
seperti tercantum di atas untuk penggolongan jenis kondisi jalan.
Tahapan pembentukan nilai Indeks Kerusakan Jalan disajikan

pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Konversi Nilai Kondisi Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan

Tingkat Kerusakan (m°/km)
No | Jalan Beraspal
Baik Sedang Rusak Rusak Berat
1 | Lubang 0-40 40 - 200 200 - 600 > 600
Indeks Kerusakan
0-4 4,1-8 8,1-12 >12
Jalan (IKJL)
[Skor/40]| ([Skor-40,1]/[200- [([Skor-200,1]/[600- |(Skor/600)x1
Perumusan x4 40,1] x 200,1] x 2
Konversi IKJL [8-4,1]) + 4,1 [12-8,1]) + 8,1
2 | Retak 0-100 100 - 500 500 - 1000 >1000
Indeks Kerusakan
0-4 4,1-8 8,1-12 >12
Jalan (IKJR)
[Skor/100| ([Skor-100,1]/[500- |([Skor-500,1]/[1000 |(Skor/1000)x
Perumusan x4 100,1] -500,1] 12
Konversi 1KJR x [8-4,1])+4,1 x [12-8,1]) + 8,1

Sumber : Disarikan dari SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan

Pembentukan indeks kerusakan jalan harus dilakukan untuk
kedua jenis kerusakan tersebut karena pada penelitian ini dipakai
prinsip bahwa kondisi jalan (baik, sedang, rusak atau rusak berat)
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ditentukan oleh nilai indeks terbesar diantara IKJL dan IKJR
(kondisi terburuk mana yang lebih dahulu dicapai, baik oleh
lubang maupun retak). Hal ini perlu dilakukan agar dapat
ditentukan jenis penanganan yang sesuai dengan kondisi
sebenarnya.
Estimasi Biaya Pekerjaan
Tahap estimasi biaya pekerjaan dalam penelitian ini
mengacu kepada item pekerjaan dan harga satuan pekerjaan dari
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. Estimasi volume
pekerjaan pada tahun tinjauan dilakukan menurut volume
kerusakan yang terjadi pada tahun tersebut. Estimasi biaya
pekerjaan dihitung dengan mengalikan harga satuan pekerjaan
untuk setiap jenis penanganan dengan volume kerusakan yang
terjadi.
a) Penyusunan Prioritas Penanganan Jalan
Tahap ini akan menyampaikan proses dan hasil prioritasi
kegiatan penanganan jalan provinsi di wilayah studi yakni
Kabupaten Tuban. Proses prioritasi dilakukan dengan
menggunakan sejumlah kriteria seperti terlampir pada Table
3.3 sebagai berikut..
Tabel 3.3 Kriteria Prioritasi Penanganan Jalan

No Kriteria Variabel
1 | Kondisi Perkerasan /Struktur | a. Nilai Kerusakan Akibat Lubang
Jalan (IKJL)
b. Nilai Kerusakan Akibat Retak ( IKJR
)
2 | Tuntutan para pengguna Volume Lalu Lintas (LHR)

jalan
Kondisi Trafik/ Lalu lintas

Tingkat pelayanan

Masyarakat

a. Fungsi Jalan

b. Tingkat Pelayanan Fungsi

Sumber : dari peneliti
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Kriteria kondisi struktur jalan akan digunakan untuk
menilai kondisi kerusakan pada setiap ruas jalan. Skor tertinggi
akan dimiliki oleh ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan
atau nilai indeks kerusakan jalan terbesar. Kriteria kondisi lalu
lintas akan digunakan untuk menilai besarnya volume lalu lintas
pada setiap ruas jalan.

Kriteria kondisi pelayanan akan digunakan untuk
menilai kinerja ruas jalan dengan variabelnya yakni, fungsi jalan
dan tingkat pelayanan fungsi jalan. Dalam penilaian fungsi jalan,
fungsi arteri diberi bobot lebih besar dibandingkan fungsi jalan
lainnya sesuai fungsi pelayanannya dalam jaringan, dalam
penelitian ini fungsi jalan arteri diberi bobot 3, fungsi kolektor
diberi bobot 2, dan fungsi lokal diberi bobot 1. Variabel tingkat
pelayanan fungsi jalan akan menilai tingkat pelayanan ruas jalan
yang memiliki klasifikasi fungsi yang sama. Penilaian dilakukan
dengan membandingkan panjang suatu ruas jalan dengan
panjang seluruh ruas jalan dalam suatu zona (kecamatan)
dikalikan dengan jumlah penduduk dalam zona tersebut.

b) Sistem Program Penanganan Pemeliharaan Jalan Tahunan
1)  Penentuan Target Kondisi Jalan Akibat Penanganan
Dalam kondisi keterbatasan dana, tidak selamanya
kegiatan penanganan jalan dilakukan untuk mengembalikan
kondisi jalan pada kondisi terbaik, dalam hal ini
mengembalikan indeks kerusakan jalan (IKJ) pada level 0.
Jika kondisi pendanaan terbatas maka upaya penanganan
dapat disesuaikan dengan ketersediaan dana, di mana target
level pelayanan yang akan dicapai pada indeks kerusakan
jalan dapat diturunkan selama masih berada dalam rentang
kondisi baik (0—4).
Penelitian ini akan menggunakan kebijakan pencapaian
target penanganan sebagai berikut:
a) Semua ruas jalan akan ditangani dengan pemeliharaan
rutin. Nilai 1KJ pada tahun yang sama akan tetap
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karena pada dasarnya pemeliharaan rutin tidak
menambah kekuatan struktural jalan melainkan hanya
memperbaiki kenyamanan berkendara dan menjaga
jalan agar tetap berada dalam kondisi sesuai umur
rencana.

b) Jika dana mencukupi maka jalan dengan kondisi
sedang akan ditangani dengan pemeliharaan berkala.
Nilai IKJ setelah penanganan akan diposisikan pada
level 0.

¢) Jika dana mencukupi maka jalan dengan kondisi rusak
dan rusak berat akan ditangani masing-masing dengan
peningkatan dan rekonstruksi. Nilai 1KJ setelah
penanganan akan diposisikan pada level 0.

d) Jika dana tidak mencukupi maka jalan dengan kondisi
sedang, rusak, atau rusak berat akan ditangani dengan
minimal (pemeliharaan rutin). Nilai 1KJ pada tahun
yang sama akan tetap.

2) Alokasi Dana Menurut Ketersediaan Dana
Proses penyusunan skenario program penanganan

jalan per tahun dilakukan dengan menggunakan bagan alir
seperti yang disampaikan pada Gambar 3.2 dibawah ini.
Dalam hal ini diasumsikan dana yang tersedia adalah suatu
angka yang diberikan dalam konteks skenario besaran
biaya yang akan dialokasikan oleh kabupaten untuk
kegiatan penanganan jalan kabupaten, mulai dari besaran
tertentu sampai dengan ideal sesuai dengan jumlah
kebutuhan dana untuk semua ruas jalan. Proses alokasi ke
setiap ruas dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah
ditentukan pada tahap sebelumnya.
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Prioritas mendapat alokasi
dana ditangani dengan
Peningkatan

Ada Sisa ?

Prioritas terakhir mendapat
alokasi dana ditangani
dengan Rekontruksi

v

Rua jalan yang tidak
tertangani sesuai kondisi
dimasukkan tahun anggaran
berikutnya

Sumber : dari peneliti
Gambar 3.2 Sistem Alokasi Dana Penanganan ke Setiap Ruas Jalan
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6. Pilihan Metode Analytical Hierarchi Process
Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa dalam kondisi
pendanaan jalan kabupaten yang kecukupan dananya tidak
memadai, maka mau tidak mau pengalokasian dana untuk
penanganan jalan harus dilakukan dengan skala prioritas. Dalam
penelitian ini untuk memprioritaskan serangkaian alternatif
kebutuhan penanganan jalan di setiap ruas jalan dengan
mcnggunakan metode Analytical Hierarchi Process. Di mana
diharapkan dengan penggunaan Analytical Hierarchi Process ini
keputusan yang diambil untuk menentukan prioritas pemeliharaan
suatu ruas jalan telah mempertimbangkan semua variabel
sekomprehensif mungkin dengan tetap menjaga proses ilmiah dari
proses pengambilan keputusan yang dilakukan.
a. Kelebihan Metode Analytical Hierarchi Process

Dibandingkan dengan pendekatan pengambilan keputusan

lain, metode

Analytical Hierarchi Process memiliki sejumlah keunggulan

yakni :

1) Dapat memasukkan pendapat masyarakat pengguna
sehingga hasilnya bisa diterima.

2) Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan eksplisit.

3) Pilihan tujuan dan kriteria yang dibuat oleh suatu grup
pengambil keputusan terbuka untuk dianalisis dan diubah
jika dirasa tidak sesuai.

4) Skoring dan pembobotan jika digunakan juga terbuka dan
dikembangkan sesuai dengan teknik yang sudah mapan
(established techniques). Juga dapat diperiksa dengan
sumber informasi lain atau suatu nilai relatif, bahkan dapat
diubah jika diperlukan.

5) Pengukuran kinerja dapat diwakilkan kepada ahli, sehingga
tidak perlu melibatkan pengambil keputusan dalam kegiatan
ini.
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6) Dapat menyediakan media komunikasi diantara pengambil
keputusan dan dapat juga dengan komunitas yang lebih luas.
Skor dan bobot yang digunakan dapat diaudit dengan track
yang jelas.

b. Skoring dan Pembobotan

Teknik Analisis Multi Kriteria umumnya mengaplikasikan

analisis numerik terhadap suatu matriks kinerja dalam dua

tahapan, yakni:

1) Skoring : besarnya preferensi terhadap suatu alternatif
(pilihan) terhadap kriteria tertentu. Dalam hal ini skor yang
lebih tinggi dari suatu alternatif menunjukkan preferensi
yang lebih tinggi terhadap alternatif tersebut.

2) Pembobotan : pemberian suatu bobot yang ditetapkan
untuk setiap kriteria yang menyatakan penilaian relatif
antar Kriteria.

c. Proses Analisis

Proses analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini

disampaikan pada Gambar 3.3. Metode yang dipilih dalam

penelitian ini adalah Analytical Hierachy Process (AHP).

Dalam hal ini kebutuhan penanganan jalan atau dalam AHP

disebut dengan alternatif diperoleh dari jenis penanganan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan 100% jalan mantap.

Sedangkan bobot kriteria diperoleh dengan melakukan

wawancara dengan pihak terkait atau disebut sebagai

aktor/stakeholder.
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Kondisi Eksisting Jalan
Vs 100% Jalan Mantap

v

KebutuhaJnaZinanganan Kinerja Alternatif Prioritas Alternatif
. Aternatives Performance AlternativesPriorit
( Alternatives ) ( ) ( y)
A
Kriteria Penanganan Bobot Antar Kriteria
Jalan ( Relative Weight of
( Criteria) — Criteria)
A

PersepsiAktor/Stakeholders
(‘Alternatives )
Sumber : Peneliti
Gambar 3.3 Proses Aplikasi AHP dalam Prioritas Pemeliharaan
Jalan Provinsi

d. Metode Pengambilan Sampel dan Penetapan Responden

Untuk menyusun bobot antar kriteria perlu dilakukan survey
terhadap stakeholders atau aktor yang terlibat dan berkepentingan
dengan penanganan pemeliharaan jalan. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan non probabitity sampling yaitu purposive
sampling. Purposive sampling dikenal juga dengan sampling
pertimbangan yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika
peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam
pengambilan sampel. Hanya mereka yang ahli yang patut
memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang
diperlukan (Riduwan 2004).

Survey tersebut dilakukan untuk memperoleh matriks
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) sesuai persepsi
responden dari setiap kriteria perencanaan yang diajukan. Aktor
yang dipilih dalam studi ini meliputi:
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Wakil Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam
hal ini dapat dipilih responden dari Pembantu  UPT.
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro di Tuban,

Wakil Dinas Perhubungan, dalam hal ini dapat dipilih
responden dari Sub Din Perhubungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban,

Wakil masyarakat, dalam hal ini dapat dipilih responden dari
kalangan masyarakat yang memahami.

Pembobotan Kriteria

Hasil wawancara dapat diterjemahkan ke dalam bentuk matriks

perbandingan berpasangan seperti yang diperlihatkan pada Tabel
2.8 dan untuk kemudian dapat dilakukan proses pembobotan.
Adapun metoda perhitungan untuk memperoleh bobot relatif antar
kriteria adalah sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

Dari hasil wawancara ke stakeholder dengan pertanyaan :
"Seberapa penting Kriteria A relatif terhadap Kriteria B?" akan
dapat dibentuk Pairwise Comparison Matrix, seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 2.8.
Hitung rata-rata geometrik setiap baris, dengan persamaan
berikut:
Wi =71/ (Wi2 x Wi2 x Wi3)
Jumlahkan seluruh rata-rata geometrik
dari langkah 2 Wt = W; + W, + Wn
Normalisasi jumlah rata-rata geometrik setiap baris hasil
langkah 2 dengan membanginya dengan jumlah total rata-rata
geometrik hasil langkah 3 untuk mendapatkan bobot relatif
setiap kriteria:
Wi (relatif) = Wi /Wt
Pemeriksaan Konsistensi

Konsistensi jawaban atau pembobotan setiap responden
harus diperiksa untuk menjaga kualitas model secara
keseluruhan. Dalam Analytical Hierachy Process (AHP)
tingkat konsistensi ini dinyatakan dengan besaran indeks
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konsistensi (Cl). Adapun penghitungan indeks konsistensi
dilakukan dengan persamaan:

Cl=(Amaks-n)/(n-1)

A=(YXWinxWn)/2

Dimana :
maks : eigenvalue maksimum
n : ukuran matriks

Win : nilai perbandingan antara kriteria i terhadap kriteria n
Wn :nilai tingkat kepentingan kriteria n
Penetapan suatu matriks dianggap konsisten jika nilai

Rasio Konsistensi (CR) lebih kecil atau sama dengan 0,10.
Rasio konsistensi dihitung dengan persamaan berikut:
CR =CI/RI

Dalam hal ini RI adalah indeks random yang nilainya
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Saaty dengan menggunakan 500 sampel, di mana jika "
judgement " numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ...,
1, 2, ...,.9 akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks
dengan ukuran yang berbeda seperti yang disampaikan pada
Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Nilai Indeks Random

Ukuran Matrik (1,2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indeks Random [0.00]0.58(0.90 |1.12(1.24| 1.32| 1.41| 1.45| 1.49

Ukuran Matrik 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Indeks Random |0.00]0.580.90|1.12 (1.24

Sumber : Marimin, 2004

f. Penghitungan Bobot Seluruh Responden
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Proses pembobotan dan pemeriksaan konsistensi di atas
dilakukan untuk setiap responden. Tahapan selanjutnya adalah
melakukan agregasi untuk mendapatkan pilihan umum (overall
preference) dari semua stakehoders, yang merepresentasikan
kecenderungan umum terhadap bobot kriteria. Proses agregasi
bobot kriteria ini dilakukan dengan pertama-tama membuat
rata-rata pembobotan per kelompok stakeholders dan kemudian
baru dicari rata-rata untuk semua kelompok stakeholders.
Gambar 3.3 memberikan gambaran mengenai proses
pembobotan rata-rata keseluruhan. Hasil pembobotan kriteria
secara keseluruhan inilah yang digunakan dalam proses analisis
prioritas pemeliharaan jalan di kabupaten wilayah studi.
Dengan penggunaan bobot total kriteria ini maka dapat
diasumsikan bahwa keputusan dalam melakukan prioritas
penanganan pemeliharaan  jalan kabupaten telah
mempertimbangkan persepsi dan kepentingan dari semua
stakeholders.

Bobot criteria per
responden kelompok
wakil Dinas Pekerjaan
Umum (1 s/d n)

Rata-rata bobot
criteria wakil Dinas
Pekerjaan Umum

Wppy =Y Wi/n

Bobot criteria per
responden kelompok
wakil Dinas Perhubu-
ngan (1 s/d n)

Rata-rata bobot
criteria wakil Dinas
Perhubungan

Wpp=> Wi/n

Rata-rata bobot kriteria

keseluruhan :

Witot = WM‘FWQ"'WM
3

Bobot criteria per
responden kelompok
wakil Masyarakat (1
s/d n)

Rata-rata bobot
criteria wakil
Masyarakat

Wp =Y Wi/n

Sumber : Peneliti

Gambar 3.4 Proses Perhitungan Bobot Total Kriteria
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1) Proses Skoring

Penilaian kinerja atau skoring alternatif terhadap variabel
kriteria umumnya dilakukan dalam skala penilaian antara 0 s/d 10. Skor
atau nilai tertinggi yakni 10, diberikan untuk alternatif atau ruas jalan
yang kinerjanya terbaik dalam memenuhi tujuan dari setiap variabel
yang mewakili setiap kriteria prioritas pemeliharaan jalan kabupaten.

Dalam Tabel 3.3 variabel kriteria yang diusulkan dapat berupa
variabel kuantitatif maupun variabel kualitatif. Untuk menghindari
penilaian yang tingkat subyektifitasnya berlebihan, maka diusahakan
bahwa variabel terpilih akan berupa variabel kuantitatif, dengan alasan:

a) Dengan tidak adanya variabel kualitatif maka skoring yang
seharusnya dilakukan oleh panel expert dapat diwakili oleh Peneliti
karena skoring dapat dilakukan dengan membandingkan langsung
nilai variabel yang ditampilkan oleh setiap alternatif.

b) Lebih mudah dan transparan penilaiannya, sehingga
mempermudah aplikasi model yang dikembangkan ini di dalam
prakteknya oleh pejabat di daerah.

Dengan demikian dalam studi ini metoda Analytical Hierachy
Process (AHP) tidak digunakan secara penuh (parsial), di mana proses
skoring tidak dilakukan oleh sebuah panel expert namun skoring
dilakukan oleh peneliti. Dengan asumsi semua variabel kriteria berupa
data  kuantitatif, ~maka skoring dapat dilakukan  dengan
memperbandingkan secara langsung besaran variabel kriteria yang
ditampilkan oleh setiap alternatif yang diperbandingkan. Dalam
penelitian ini metoda penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Alternatif dengan angka variabel yang terbaik dari suatu kriteria

diberi nilai kinerja maksimum, yakni 10.

b) Nilai kinerja untuk alternatif lain (yang lebih rendah) dihitung
sebagai proporsi terhadap variabel pada alternatif dengan variabel
terbaik menggunakan formulasi berikut:

a. Untuk variabel terbaik adalah angka tertinggi :

(Nilai var iabel alternatif X )

Nilai alternatif X = x 10

(Nilai var iabel alternatif terbaik )

b. Untuk variabel terbaik adalah angka terendah:
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( Nilai var iabel terbaik ) 10

Nilai alternatif X =

(Nilai var iabel alternatif X )

Nilai atau skor yang didapat oleh setiap ruas jalan dari seluruh
kriteria yang digunakan selanjutnya diurut dan nilai terbesar hingga
terkecil atau sebaliknya untuk kemudian dirangking sebagai urutan
prioritas penanganan.

Pembentukan Matriks Kinerja (Performance Matrix)

Matriks kinerja (performance matrix) merupakan representasi
dari tingkat pemenuhan kriteria dari suatu altematif yang merupakan
hasil perkalian dari skor alternatif terhadap variabel kriteria dengan
besarya bobot setiap criteria. Contoh matriks kinerja disampaikan pada
Tabel 3.5. Penyimpulan prioritas untuk setiap alternatif ditentukan oleh
besarnya nilai kinerja alternatif (Pi), di mana altenatif yang
menunjukkan nilai Pi yang lebih besar akan lebih diprioritaskan.

Tabel 3.5 Contoh Pembentukan Matriks Kinerja

Alternatif1 | S11*W,; [ S, *W, |S13*W; |S14*W, P1
Alternatif2 | S21*W, [ S22*W2 | S23* W3 |S24* W, P,
Alternatif i Sll *W, Slz *W, S|3 *W; S|4 *W, Pi

Sumber : Marimin , 2004

Keterangan :
Sij : Skor alternatif i thd kriteria j
Wj : Bobot kriteria

Sij* Wj : Skor terbobotkan (weighted score)
Pi - Kinerja alternative i
1Y Sij * Wij

Kriteria 1 | Kriteria 2 | Kriteria 3 | Kriteria4 | Kinerja




